
 
 

BUPATI SIDOARJO 
 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 
NOMOR 9  TAHUN 2007 

TENTANG 
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2007 
 

BUPATI SIDOARJO, 
 

MENIMBANG :    a. Bahwa sehubungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum dapat  
menyediakan rumah dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka sesuai dengan pasal 20 Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan ;  

b.  Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 
konsideran menimbang ini, maka perlu memberikan Tunjangan 
Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten 
Sidoarjo Tahun Anggaran 2007 dan ditetapkan dengan  Peraturan Bupati 
Sidoarjo ; 

MENGINGAT :  1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730);  

2.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

4.   Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4310);  
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5.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;  

6.   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)  

7.   Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400) ;  

8.  Undang:Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;  

9.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438);  

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 
4575) ;  

 11.  Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 Nomor 11 Seri C);  

 12.  Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nom'or 7 Seri A) ; ·  

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;  

14.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang 
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;  

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;  

16.  Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 
11 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Sidoarjo ;  

 
MEMUTUSKAN  : 

 
MENETAPKAN : PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 
2007.  
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Pasal 1 
 

Tunjangan Perumahan diberikan kepada 42 (empat puluh dua) orang Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, masing-masing sebesar 
Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).  

 
Pasal 2 

 
Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pasal 1 diberikan setiap bulan 
dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Sidoarjo Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening  12001.00.00.5.1.01.01 .16.  

  
 

Pasal 3 
 

Peraturan Bupati Sidoarjo ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.  

 
 
 
 

Ditetapkan di S I D 0 A R J 0 
pada tanggal   17  April  2007  
 
         BUPATI SIDOARJO 
 
                 ttd 
 
     H. WIN HENDRARSO  


